
 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

NOMOR : 521/14/Kpts/Pangan-2019 
 

T E N T A N G 

 

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN 
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 521/01/Kpts/Pangan-2019 

TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT  

PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019 

 

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN, 
 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan 

Nomor 821.2/007/BKPSDM-2019 tentang mutasi 
pejabat administrator dan pejabat pengawas di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 

tanggal 25 Januari 2019, dirasa perlu menetapkan 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas 
Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 

2019; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan 
tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pangan 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 

1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 

1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1643); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 
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  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

 
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5316); 

 

  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negera Republlik Indonesia Nomor 5601); 

 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 

2019; 
 

 

 
 



  14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

Anggaran 2019; 

 
  15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2      

/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai 

Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara 

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Selatan dan Tahun Anggaran 2019;  
 

  16. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir 

Selatan Nomor 521/01/Kpts/Pangan-2019 tentang 
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pangan 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pangan 

Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pegawai 

Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada 
Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 

2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan 
ini. 

 

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan 
ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

Anggaran 2019. 
 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
  
 


